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Salinan       P U T  U S A N 

Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Prgi 

حِيمِ بِسْمِ اللهِ الر   حْمنِ الر   

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara cerai talak antara: 

PEMOHON ,tempat tanggal lahir Tinombo, 06 Juni 1965, umur 53 tahun, 

agama Islam, Pendidikan  SAG (Sekolah Alih Golongan 

dari Bintara ke Perwira TA 2016 ), Pekerjaan POLRI, 

Bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai 

pemohon ;  

melawan 

TERMOHON , tempat tanggal lahir Kampal, 31 Januari 1984, umur 34 tahun, 

agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, bertempat 

tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan Pemohon; 

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan 

tertanggal 12 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Parigi dalam register Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Prgi tanggal 12 Juli 

2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 , pemohon dengan termohon 

melangsungkan pernikahan   

2. yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama 

Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam buku/Duplikat Kutipan 

Akta Nikah Nomor 0221/025/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 .  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon 

dan setelah berpisah termohon tinggal di rumah orang tuannya  (sampai 

sekarang ). 

4. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tidak 

pernah  hidup rukun sebagaimana suami istri dan tidak di karuniai anak .  

5. Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk di 

rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain : 

6. Saya menikah dengan istri sejak tanggal 12 Oktober 2015 ,selang 2 tahun 

berjalan namun istri saya tidak dapat memberikan keturunan  

1) Selama 2 tahun kami menjalin kehidupan rumah tangga , tidak bisa 

menjadi istri yang baik khususnya menjadi anggota ibu bhayangkari 

pada ranting parigi  

2) Dengan kelakuan /perilaku istri saya kehidupan tatanan ekonomi 

rumah tangga hancur dengan melakukan perbuatan tanpa 

sepengetahuan saya di antaranya : 

a. Menghabiskan uang tabungan tanpa kejelasan  

b. Menjaminkan sertifikat rumah pada pihak Bank sebesar Rp. 

100.000.000 tanpa membayar angsuran per bulan dan 

menghabiskannya tanpa kejelasan  

c. Menyewa 2 unit sepeda motor masing – masing 1 unit merk 

Honda beat DN 2533 PB Dan 1 unit merk Yamaha GT DN 

2749 PG Pemilik dari  a.n MUCHEN BASGEVAN dengan 

perjanjian sewa 3 hari dan ternyata dua unit sepeda motor 

tersebut telah di gadaikan sehingga pemilik kendaraan 

tersebut melaporkan adanya tindakan penipuan dan 

penggelapan ke POLRES Parimo No.POL : 

LPB/89/V/2017/RES PARIMO  

d. Menjaminkan BPKB Kendaraan /motor milik pr.SRI WATI pada 

pihak pegadaian  dan berjanji membayar angsuran perbulan , 

namun tidak di tepati sehingga kendaraan / motor tersebut di 

tarik oleh pihak pegadaian dan pemilik kendaraan melaporkan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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adanya tindakan penipuan ke POLRES Parimo No.POL : LP-

B/92/VI/2017/RES PARIMO  

e. Menjamin 2 buah sertifikat milik orang lain dan tanpa 

sepengetahuan pemilik sertifikat , sertifikat tersebut di 

gadaikan sehingga pemilik sertifikat melaporkan adanya 

tindakan penipuan dan penggelapan di POLRES Parimo  

f. Sering meminjam uang kepada orang lain ,kerabat ,ataupun 

temannya untuk keperluan pribadi tanpa kejelasan  

g. Menjaminkan barang yang berharga yaitu sepasang cincin 

kawin kepada pihak pegadaian sampai hangus ( puta ) tanpa 

kejelasan  

h. Menggadaikan sertifikat tanah dan STNK mobil kepada mas 

Heru tanpa sepengetahuan suami (pemohon )  

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dan termohon 

terjadi sekitar tanggal 27 mei 2017 yang akibatnya antara pemohon dengan 

termohon telah berpisah tempat tinggal ,dan termohon tinggal di rumah 

orang tuannya  

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupayah menasihati dan merukunkan 

rumah tangga pemohon dan termohon , namun tidak berhasil  

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon 

sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk 

membentuk rumah tangga yang sakina,mawaddah,dan rahma sudah sulit di 

pertahankan lagi , dan karenanya agar masing – masing pihak tidak 

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan 

alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan 

pemohon dengan termohon dengan alasan antara pemohon dengan 

termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga  

10. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku  

Berdasarkan alasan / Dalil-dalil di atas , pemohon mohon agar ketua 

pengadilan agama Parigi 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya 

menjatuhhkan putusan yang amarnya sebagai berikust : 

PRIMAIR 

1. Mengabulkan permohonan pemohon  

2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu 

raj’i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan agama 

Parigi 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum  

 

SUBSIDAIR : 

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya; 

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri pada Polres Parigi Moutong 

Polda Sulteng telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/02/VII/2018 

tertanggal 9 Juli 2018 yang ditadatangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah 

Sulawesi Tengah; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon 

masing masing hadir di muka persidangan. Kemudian Majelis Makim berusaha 

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah 

tangganya namun tidak berhasil; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi 

dengan menunjuk saudara Ulfah, S.Ag., M.H., sebagai mediator dan 

berdasarkan Laporan Mediator tertanggal  7 Agustus 2018, mediasi tersebut 

tidak berhasil mencapai kesepakatan; 

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis pemeriksaan pokok perkara dengan 

terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup 

untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak 

mengajukan jawan karena Termohon tidak pernah lagi hadir di dalam 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 

0221/025/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, telah dicocokkan 

dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel  pos, oleh Ketua 

Majelis diberi tanda bukti (P); 

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 

bukti saksi 2 orang yang sebelumnya telah didengarkan keterangannya sebagai 

keluarga/orang dekat Pemohon, sebagaimana tersebut dalam berita acara 

persidangan masing-masing bernama: 

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di 

Kabupaten Parigi Moutong; 

Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon telah memberikan keterangan di 

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:  

-  Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada 

tahun 2015; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik 

Pemohon sampai berpisah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; 

-  Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya 

rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dan 

Termohon tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon adalah karena Termohon sering berhutang, Termohon sering 

menjaminkan surat-surat ke Bank tanpa sepengetahuan Pemohon, dan 

Termohon pernah menggadaikan sertifikat tanah dan STNK mobil 

Pemohon kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon  telah berpisah tempat tinggal sejak 

pertengahan tahun 2017, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman 

bersama; 

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon 

sudah tidak ada komunikasi lagi;  

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon 

dengan Termohon namun tidak berhasil; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2.  SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di 

Kabupaten Parigi Moutong; 

 Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon telah memberikan keterangan 

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:  

-  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada 

tahun 2015; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik 

Pemohon sampai berpisah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; 

-  Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya 

rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dan 

Termohon tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon adalah karena Termohon sering berhutang tanpa 

sepengetahuan Pemohon dan Termohon pernah menggadaikan motor 

orang lain ke Bank bahkan Termohon menggadaikan cincin kawinnya ke 

Pegadaian tanpa sepengetahuan Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon  telah berpisah tempat tinggal sejak 

pertengahan tahun 2017, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman 

bersama; 

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon 

sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;  

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon 

dengan Termohon namun tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon  menyatakan 

tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan 

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon 

putusan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal  

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah 

sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk 

tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 

ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009; 

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Parigi, oleh karena itu surat permohonan Pemohon telah 

sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Anggota Polri telah memperoleh 

izin perceraian yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah 

Sulawesi Tengah selaku pejabat yang berwenang maka hal ini telah memenuhi 

ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 tentang izin 

perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota Polri; 

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah 

berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina 

rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah 

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 

proses mediasi telah dilaksanakan dengan menunjuk Ulfah S.Ag., M.H., 

sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa 
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mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak tetap  

berkeinginan malanjukan perkara ini;  

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang 

yang tertutup untuk umum  sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7  tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap 

Termohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon agar diizinkan 

menjatuhkkan talak satu raj’i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana 

dalam posita permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan bahwa rumah 

tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang 

disebabkan karena Termohon tidak menjadi isteri yang baik, kelakuan 

Termohon membuat tatanan ekonomi keluarga menjadi hancur karena   

Termohon suka menghabiskan uang tabungan tanpa kejelasan, Termohon 

sering menjaminkan sertifika rumah, tanah,  kendaraan bahkan kendaraan milik 

orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Puncak keretakan  rumah tangga 

Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tanggal 27 Mei 2017 akibatnya antara 

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi 

meninggalkan tempat kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu 

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan 

masalah Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, 

Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah lagi hadir 

di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka 

dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan 

dapat dinyatakan bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan 

Permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara 

perceraian dimana pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk 

mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai pasal 283 R.Bg 
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yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan maka 

Pemohon tetap dibebani wajib bukti dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) yang diajukan 

Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan 

aslinya serta telah dinazegelen, bukti tersebut merupakan akta otentik karena 

diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta 

menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah 

sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Pemohon tersebut telah 

memenuhi syarat  formil dan materil sehingga dalil Pemohon terbukti dan dapat 

dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah 

oleh karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan 

permohonan cerai kepada Termohon;   

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat P, Pemohon pula 

mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, namun sebelumnya Majelis Hakim 

perlu menerangkan bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam sehingga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum 

Islam maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga 

serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan 

orang lain untuk didengar keterangannya sebagai pihak keluarga/orang yang 

dekat dengan Pemohon dan Termohon maka keterangan kedua saksi 

Pemohon tersebut sekaligus pula diambil sebagai keterangan keluarga/orang 

yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian 

ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto 

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah 

orang yang dilarang sebagai saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan 

Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan 

dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan 

mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga 
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dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar 

keterangannya di muka persidangan;  

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan 

dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan 

Termohon sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun lalu pisah ranjang 

akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana 

telah menyebabkan rapuhnya hubungan Pemohon dan Termohon karena 

upaya damai yang telah ditempuh  tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta 

berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan 

Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu 

dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah 

mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg 

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat 

diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon 

dengan dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis 

Hakim menemukan  fakta-fakta sebagai berikut : 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada 

tanggal 12 Oktober 2015 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri 

namun belum dikaruniai keturunan; 

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis 

namun keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara 

Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena 

Termohon sering berhutang, Termohon sering menjaminkan surat-surat ke 

Bank tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pernah menggadaikan 

sertifikat tanah serta stnk STNK Pemohon bahkan Termohon juga 

menggadaikan sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan 

Pemohon; 
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- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan 

Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, 

Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama; 

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah 

tidak saling berkomunikasi lagi;  

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan 

Termohon namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim dan mediator 

telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon  

namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 19 huruf 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara 

mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali; 

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum 

sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, 

perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak 

ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim 

akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan 

menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan; 

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri 

sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 adalah fakta yang menunjukkan 

bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon masih 

terikat sebagai suami isteri sah; 

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 

tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang, Termohon 

sering menjaminkan surat-surat, ke Bank tanpa sepengetahuan Pemohon dan 
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Termohon pernah menggadaikan sertifikat tanah serta stnk STNK Pemohon 

bahkan Termohon juga menggadaikan sepeda motor milik orang lain tanpa 

sepengetahuan Pemohon adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua 

telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah 

berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang, 

menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan 

pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus 

menerus; 

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati 

Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon 

namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan 

perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan 

Termohon namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa 

unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan 

Termohon untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan 

unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis 

Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara 

Pemohon dan Termohon  sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan 

keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena salah satu  atau 

masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami 

isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, 

upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap 

kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Pemohon dan 

Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah  dialami pasangan 

suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa 

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar 

berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, in casu 
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Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 

Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan 

Termohon dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena 

perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi 

untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini 

telah menunjukkan bahwa antara  Pemohon dan Termohon  sudah tidak saling 

percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencitai, hormat menghormati 

sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami 

isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta 

mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang 

dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan 

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak 

akan mungkin lagi dapat terwujud; 

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon 

dan Termohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga 

Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk 

dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah 

tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian 

dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan 

penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan 

mereka dikemudian hari; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah 

beralasan hukum dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, 
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dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat  Al Baqarah ayat 227 yang 

berbunyi :            

علَيِمٌ       َ سمَِيعٌ   وَإنِْ عزََمُوا الط لََقَ فَإنِ  اللَّ 

Artinya :dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan 

hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan 

dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi sesuai 

ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, 

Pengadilan Agama Parigi akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, 

dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri 

sidang untuk itu; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah  dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan 

kepada Pemohon;  

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syara`  yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan 

Agama Parigi; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah); 
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 Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriah oleh kami,                           

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A., 

dan Muhammad Husni, Lc, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan 

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan 

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi 

oleh  Jamilah Bulgis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Pemohon diluar hadirnya Termohon; 

 

Ketua Majelis, 

ttd 

 

 

                                      Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H. 

 

        Hakim Anggota,         Hakim Anggota, 

    ttd   ttd  

 

       Nor Hasanuddin, Lc., M.A.       Muhammad Husni, Lc    

 

               Panitera Pengganti, 

   ttd  

 

                         Bulgis, S.Ag 

Perincian biaya perkara : 

1.  Biaya Pendaftaran : Rp      30.000,- 

2.  Biaya ATK : Rp      50.000,- 

3.  Biaya Panggilan : Rp    390.000,- 

4.  Biaya Redaksi : Rp        5.000,- 

5.  Biaya Materai : Rp        6.000,- 

 Jumlah   : Rp    481.000,- 
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   (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) 

 

Untuk Salinan 

Panitera Pengadilan Agama Parigi  

 

 

Tadarin, S.H. 
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